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Abstrak 

Islam adalah sistem kehidupan universal yang mengatur semua aspek kehidupan 

manusia termasuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam muamalah prinsip 

tolong-menolong dapat mencakup berbagai hal salah satunya ialah kerja sama antar 

manusia. Dalam sebuah kerja sama juga harus ada yang namanya toleransi antar 

sesama, salah satunya pada penggantian jumlah upah pekerja. Pokok permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah 

Terhadap Upah Tenaga Kerja Pada CV. Muara Kita dii Kota Makassar, yang dibagi 

menjadi: 1) Bagaimana sistem pembagian upah tenaga kerja pada CV. Muara Kita; 

2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap sistem pembagian upah. tenaga 

kerja pada CV. Muara Kita. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif lapangan (field research). Proses pengumpulan data dilakukan 

melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem penetapan upah yang 

ditetapkan oleh perusahaan CV. Muara Kita kepada pekerja dibagi menjadi 2, yaitu 

sistem pembayaran upah bulanan yang diberikan kepada Manajer Marketing, 

Finance Manajer, Purchasing, administrasi, dan pegawai tetap. Dan Menurut 

hukum Islam tentang aplikasi pemberian upah pada tenaga kerja dii CV. Muara 

Kita, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dari segi keadilan dalam 

pemberian upah. Di dalam perjanjian awal (akad) seharusnya dijelaskan secara 

mendetail mengenai penentuan jumlah upah dan ketetapan waktu pemberian upah. 

Hendaknya perusahaan tersebut dapat mengembangkan usaha agar ketetapan upah 

untuk pekerja tetap dan tidak tetap dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan 

ketentuan upah yang berlaku pada suatu wilayah.  

Kata Kunci : Hukum Islam, Upah, Tenaga Kerja. 

 

Abstract 

 Islam is a universal life system that regulates all aspects of human life 

including faith, worship, morals and muamalah. In muamalah the principle of 

mutual help can cover a variety of things, one of which is cooperation between 

humans. In a cooperation there must also be tolerance between people, one of which 

is the replacement of the amount of workers' wages. The main problem that will be 

studied in this study is how the Islamic Economic Review of Labor Wages at CV. 

Muara Kita in Makassar City, which is divided into: 1) What is the wage 

distribution system for CV. Our Estuary; 2) What are the provisions of Islamic law 

regarding the wage distribution system. workforce at CV. Our Estuary. The type of 
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research that will be used is descriptive qualitative field research. The process of 

collecting data is done through observation, interviews, and documentation. Based 

on the results of the research conducted, it shows that the wage setting system set 

by the company CV. Muara Kita to workers is divided into 2, namely the monthly 

wage payment system given to Marketing Managers, Finance Managers, 

Purchasing, administration, and permanent employees. And according to Islamic 

law regarding the application of wages to workers in CV. Muara Kita, has complied 

with the provisions of Islamic law in terms of fairness in the provision of wages. In 

the initial agreement (akad) it should be explained in detail regarding the 

determination of the amount of wages and the stipulation of the time for giving 

wages. The company should be able to develop a business so that the determination 

of wages for permanent and non-permanent workers can comply with the provisions 

of Islamic law and the wage provisions that apply in an area. 

Keywords: Islamic Law, Wages, Labor. 

 

A. PENDAHULUAN 

Islam adalah agama yang sempurna, yang dijamin keutuhannya oleh Allah 

SWT. Umat Islam memiliki dua tanggung jawab kepada Allah dalam kehidupannya 

di dunia. Tanggung Jawab kepada Allah swt (hablun minallah) dan tanggung jawab 

kepada orang lain (hablumminannas).1 Kebutuhan manusia yang senantiasa bergaul 

dengan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak akan 

bisa dipenuhi sendiri, seperti makanan, minuman dan pakaian, juga dalam rangka 

mengembangkan potenssi-potensi dasar yang sudah dibawa sejak lahir.2 Salah 

satunya dengan ber-Muamalah.  

Salah satu bentuk Muamalah adalah kontrak kerja atau perjanjian kerja 

bersama antara orang-orang sebagai penyedia jasa atau tenaga jasa di satu pihak, 

yang kemudian dapat disebut pekerja, dan di pihak lain sebagai pemberi kerja.3 

Dalam muamalah priinsiip tolong-meinolong dapat meincakup beirbagaii hal salah 

satunya iialah keirjasama antar manusiia, dalam jual beilii, hubungan antara seiseiorang 

deingan orang laiin meiniimbulkan hubungan hukum, diimana hubungan hukum iitu 

meimpunyaii kriiteiriia masiing-masiing dan akan meiniimbulkan peirjanjiian-peirjanjiian 

diiantara meireika.4 Dalam beirmuamalah seiseiorang harus meinjunjung tiinggii priinsiip 

ukhuwah, yang beirartii bahwa kiita harus meinjunjung tiinggii niilaii keibeirsamaan 

dalam meimpeiroleih manfaat seihiingga keiuntungan tiidak diipeiroleih diiatas keirugiian 

orang laiin. Priinsiip iinii teintunya diijalankan atas dasar saliing meingeinal, saliing 

meimahamii, saliing meinolong, seirta saliing meinjamiin.5 

Sangatlah peintiing untuk meineintukan upah peikeirja meinurut keimudahan atau 

keisuliitan peikeirjaan yang diibeiriikan keipada peikeirja. Pekerja tersebut merupakan 

 
1Mahmud Abu Saud,. Garis-garis Besar Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press), h. 7 
2 Hadi Daeng Mapuna, “Hukum dan peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”, 

Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 1 (2015): h. 95 
3Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2001), h. 3. 
4 Erlina, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah”, El-Iqtiishady 

1, No.1, (Juni 2019), h. 111 
5 Andi Intan Cahyani, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan 

Akad Pada BNI Syariah Makassar”, Istishaduna Vol. 2 No. 1 (2020): h. 27. 
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mereka yang melakukan pekerjaan yang telah diberikan dan berhak atas upah 

sebagai hak atas terpenuhinya tugas yang mereka kerjakan.6 Meinurut Fatwa Deiwan 

Syarii’ah Nasiional No: 09/DSN- MUIi/IiV/2000 Teintang Peimbiiayaan Iijarah, bahwa 

iijarah adalah akad peimiindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

dalam waktu teirteintu meilaluii peimbayaran seiwa/upah (ujroh), tanpa diiiikutii deingan 

peimiindahan keipeimiiliikan barang iitu seindiirii.7  

Dalam Q.S Al-Baqarah/2:233 : 

آْ اٰتيَْتمُْ باِلْمَعْرُ  ا اوَْلََدَكُمْ فلَََ جُناَحَ عَليَْكُمْ اذِاَ سَلَّمْتمُْ مَّ َ  وَانِْ ارََدْتُّمْ انَْ تسَْترَْضِعوُْْٓ ا انََّ اللّٰه َ وَاعْلَمُوْْٓ وْفِِۗ وَاتَّقوُا اللّٰه

 بِمَا تعَْمَلوُْنَ بصَِيْر  

Teirjeimahnya: 

“Apabiila kamu iingiin meinyusukan anakmu (keipada orang laiin), tiidak ada 

dosa bagiimu jiika kamu meimbeiriikan peimbayaran deingan cara yang patut. 

Beirtakwalah keipada Allah dan keitahuiilah bahwa seisungguhnya Allah Maha 

Meiliihat apa yang kamu keirjakan”.8 

Dalam Tafsiir Al- Maraghiiy makna darii ayat “faiin arda’na lakum fathuhunna 

ujurahunna” adalah jiika meireika meinyusuii anak- anakmu seidang meireika dalam 

keiadaan dii talaq ba’iin kareina sudah habiis masa iiddahnya, maka meireika boleih 

meinyusuii anak-anak dan boleih meinolaknya. Jiika meireika meinyusuii anak, maka 

meireika meindapatkan upah yang seipadan, dan meireika seipakat untuk iitu deingan 

bapak atau waliinya darii anak- anak.9 

Pemberian upah ini tentunya akan dibebankan dan menjadi kewajiban bagi 

pihak badan usaha yang mempekerjakan para tenaga kerja mereka. Beintuk-beintuk 

badan usaha (busiineiss organiizatiion) yang dapat kiita jumpaii dii Iindoneisiia seikarang 

iinii deimiikiian beiragam jumlahnya, seperti PT, CV, UD, Fa, dll.10 Keiteintuan Pasal 19 

sampaii deingan Pasal 21 KUHD yang meingatur teintang Fiirma jiika diikajii leibiih jauh, 

jeilaslah bahwa CV adalah Fiirma deingan beintuk khusus.11 

Seperti halnya pada CV. Muara Kiita yang meirupakan peirusahaan yang 

beirgeirak dii biidang barang dan jasa beirupa alat tuliis kantor, makan dan miinum, dan 

biidang peirceitakan dii Kota Makassar juga beirgeirak dii biidang eiveint organiizeir. Dii 

peirusahaan teirseibut meimiiliikii kurang leibiih 15 Orang karyawan biiasa yang teirbagii 

darii beibeirapa biidang. Dengan arti lain,  bahwa CV. Muara Kita memiliki tanggung 

jawab untuk mmeberikan upah yang adil kepada seluruh tenaga kerja yang mereka 

pekerjakan di perusahaannya. Dan seperti yang telah diterapkan oleh CV. Muara 

Kita, penentuan upah yang dilakukan dibagi menjadi 2 metode sesuai dengan aturan 

yang perusaaan telah tetapkan. 

 
6Maimun. “Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar”, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita 

2014). h.13 
7Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional (Erlangga, 2014), h. 91. 
8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bandung: Syamil Qur’an, 

2012) h. 37 

 
9Al-Maraghiy, Tafsir Al- Maraghi  juz 2, Terjemahan Anshor Umar. (Semarang : Toha, 

1989), h. 247 
10 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang di Bidang Usaha), Kesain Blanc, Bekasi Indonesia, 2005, h. 12 
11 Soekardono, “Hukum Dagang Indonesia”, (Cet. I No. 2; Jakarta Rajawali Pers: 1999), h. 

102. 
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan 

dengan turun langsung ke lapangan (field Research), dimana peneliti melakukan 

observarsi dan melakukan riset di lokasi penelitian dengan mengamati fenomena-

fenomena sosial yang ada ditengah masyarakat yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis, 

pendekatan empiris, dan pendekatan syariat. Data yang diperoleh berasal dari 

masyarakat di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng 

rappang, melaui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian hasil 

penelitian yang diperoleh akan di kelola dan di analisis. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Sistem Pembagian Upah Terhadap Tenaga Kerja Pada CV. Muara Kita 

Di Kota Makassar 

CV. Muara Kiita adalah salah satu leimbaga yang konsein beirgeirak dalam 

biidang jasa eiveint organiizeir, teiam outbond, dan peilatiihan laiinnya, juga beirgeirak 

seibagaii peirpanjangan tangan darii para donatur untuk meimbantu para dhuafa yatiim 

piiatu dan meireika yang kurang beiruntung dalam seigii eikonomii.  CV. Muara Kita 

dalam kegiatan perusahaan memiliki beberapa produk dan jasa yang ditawarkan 

untuk Client, yaitu Event and Wedding Organizer, Industri Percetakan, Jasa 

Laundry, dan Alat Tulis Kantor. 

Seibuah peirusahaan pastii sangatlah diibutuhkan teinaga keirja. Dalam hal iinii 

jumlah teinaga keirja  yang meinjadii seibagaii teinaga keirja teitap pada peirusahaan CV. 

Muara Kiita seibanyak 15 orang darii beibeirapa biidang peikeirjaan, seipeirtii  usaha jasa 

beirupa laundry, iindustrii peirceitakan, peinjualan alat tuliis kantor, dan jasa eiveint dan 

weiddiing organiizeir. Bagii peikeirja tiidak teitap meimiiliikii keisamaan deingan peirusahaan 

yang beirgeirak dii biidang kontraktor laiin, diikareinakan peirusahaan iinii tiidak seitiiap 

hariinya atau seitiiap waktu meimiiliikii peinawaran peikeirjaan yang beirgeirak dii biidang 

eiveint dan weiddiing organiizeir.12 CV. Muara Kita dalam hal ini yang bergerak di 

bidang jasa yaitu bidang event organizer, event wedding organizer tidak memiliki 

kesepakatan kontrak kerja bersama antara pekerja dan pihak perusahaan. Karena 

hanya langsung dipanggil bekerja dan melaksanakan sesuai dengan arahan yang 

diberikan oleh perusahaan. Ketika telah menuntaskan pekerjaannya, pihak 

perusahaan langsung memberikan upahnya tanpa ada kontrak kerja yang terbangun 

sebelum pekerja ini melakukan pekerjaannya.13 

Pada CV. Muara Kiita, ada beibeirapa siisteim gajii yang diibeiriikan keipada 

karyawan, siisteim gajii teirseibut adalah siisteim gajii bulanan, siisteim gajii hariian, siisteim 

gajii borongan atau prei-ordeir. Seilaiin siisteim gajii teirseibut, juga meimbeiriikan 

tambahan keipada karyawan apabiila peikeirjaannya baiik atau karyawan harus beikeirja 

leimbur. Beiriikut iinii adalah siisteim upah pada CV. Muara Kiita. 

a) Sistem Upah Bulanan 

 
12Khairunnisa Kasmar (27 tahun), Finance Manager, Wawancara, Makassar 12 Juni 2023 
13 Achmad Rahman (27 tahun), Pegawai, Wawancara, Makassar 11 Juni 2023 
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Meingeinaii upah bulanan, dalam peiraturan peirundang-undangan diiatur 

bahwa upah bulanan teireindah diiteitapkan beirdasarkan upah miiniimum yaiitu upah 

tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan teitap.14  

Upah bulanan hanya diibeiriikan keipada beibeirapa peikeirja teitap. Upah bulanan 

yang diiteiriima hanya lah karyawan teitap saja seipeirtii karyawan dii bagiian peirceitakan, 

karyawan toko alat tuliis kantor, dan karyawan pada bagiian jasa laundry. Teitapii 

untuk peikeirjaan dii biidang eiveint dan weiddiing organiizeir, tiidak masuk dalam upah 

bulanan. dalam hal iinii yang meingeirjakan eiveint dan weiddiing organiizeir bukanlah 

karyawan teitap meilaiinkan karyawan tiidak teitap. Upah yang diipeiroleih pada 

karyawan beirbeida seisuaii deingan tiingkat jabatan dalam peirusahaan. Manageir 

markeitiing  dan fiinancei manageir meimproleih upah seibeisar Rp. 2.000.000,- seitiiap 

bulan. Puschasiing dan admiin meimpeiroleih upah yang sama seibeisar Rp. 1.600.000,- 

seitiiap bulan. Seidangkan karyawan biiasa meimpeiroleih upah seibeisar Rp. 1.200.000,- 

seitiiap bulan.15 

b) Sistem Upah Pekerja Harian 

Peikeirja hariian leipas adalah peikeirja yang beikeirja pada peingusaha untuk 

meilakukan suatu peikeirjaan teirteintu dan dapat beirubah- ubah dalam hal waktu 

maupun volumei peikeirjaan deingan meineiriima upah yang diidasarkan atas keihadiiran 

peikeirja seicara hariian.16 Pada priinsiipnya, upah diiteitapkan beirdasarkan: 

a. Satuan waktunya, meliputi Per-Jam, Harian, atau Bulanan.  

b. Satuan Hasil.17 

Siisteim upah hariian adalah siisteim yang diibeiriikan oleih peirusahaan keipada 

peikeirja deingan waktu peir harii atau 8 jam keirja dalam satu harii. Peirusahaan CV. 

Muara Kiita meimbeiriikan upah bagii karyawan tiidak teitap apabiila adanya peinawaran 

eiveint organiizeir maupun weiddiing organiizeir.18 Upah hariian iinii juga tiidak meineintu 

darii beisaran yang diiteiriima oleih karyawan tiidak teitap, diikareinakan diiliihat darii skala 

beisar peinawaran eiveint yang diilaksanakan darii peirusahaan. Teitapii biiasanya yang 

diiteiriima dii seitiiap eiveint- eiveint yang diilaksanakan seilama iinii upah yang diidapatkan 

bagii peikeirja atau karyawan tiidak teitap teirkadang miiniimal nomiinal yang 

diidapatkannya seibeisar Rp. 100.000,- peir orang tanpa meinghiitung jam keirja bagii 

peikeirja tiidak teitap. Peimbeiriian upah akan diibeiriikan seiteilah keigiiatan eiveint 

diilaksanakan.19 

Dalam hal meimbayarkan upah, baiik seicara hariian, miingguan, ataupun 

bulanan harus meimpeirhatiikan hal-hal seibagaii beiriikut: 

1. Seitiiap peikeirja beirhak dapat upah yang sama untuk peikeirjaan yang sama 

niilaiinya. 

2. Upah wajiib diibayarkan seisuaii deingan keiseipakatan. 

 
14Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 23 ayat 1 tentang 

Pengupahan 
15 Abdurrahman lau (37 tahun), Direktur utama, Wawancara, Makassar 12 Juni 2023 
16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-06/MEN/1985 pasal 1.(a) Tentang Perlindungan 

Pekerja Harian Lepas 
17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih  

Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 
18 Rahmawati (34 tahun), Manager Marketing, wawancara, Makassar 12 Juni 2023 
19Khairunnisa Kasmar (27 tahun), Finance Manager, Wawancara, Makassar 12 Juni 2023 



Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 

Volume 6 Nomor 4 Juli 2025 

ISSN (Online): 2714-6917 

Halaman 1035-1042 

 

1040 
 

3. Upah yang diiteitapkan seisuaii keiseipakatan tiidak boleih leibiih reindah darii 

keiteintuan peingupahan dalam peiraturan peirundang-undangan. Jiika leibiih 

reindah, maka keiseipakatan teirseibut batal deimii hukum dan upah diibayarkan 

seisuaii deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. 

4. Peingusaha diilarang meimbayar upah leibiih reindah darii upah miiniimum. 

5. Upah tiidak boleih teirlambat diibayarkan.20 

 

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Tenaga 

Kerja Pada CV. Muara Kita di Kota Makassar 

Dalam iijarah upah meingupah teirdapat iimbalan atas jasa yang teilah 

diikeiluarkan oleih seiorang peikeirja yaiitu ujrah atau upah. Seipeirtii yang teilah 

diijeilaskan dalam Q.S An-Nahl/ 16: 90 yang beirbunyii: 

وَ  وَالْمُنْكَرِ  الْفحَْشَاۤءِ  عَنِ  وَينَْهٰى  الْقرُْبٰى  ذِى  وَايِْتاَۤئِ  حْسَانِ  وَالَِْ باِلْعدَْلِ  يأَمُْرُ   َ اللّٰه انَِّ  لَعلََّكُمْ  ۞  يَعِظُكُمْ  الْبَغْيِ 

 تذَكََّرُوْنَ  

Teirjeimahnya: 

“Seisungguhnya Allah meinyuruh beirlaku adiil, beirbuat keibajiikan, dan 

meimbeiriikan bantuan keipada keirabat. Diia (juga) meilarang peirbuatan keijii, 

keimungkaran, dan peirmusuhan. Diia meimbeirii peilajaran keipadamu agar kamu 

seilalu iingat.”21 

Seibagaiimana ayat dii atas meinjeilaskan bahwa Allah meimeiriintahkan kiita 

untuk beirtiindak adiil dan meilakukan keibajiikan. Juga, kiita harus meinghiindarii seigala 

beintuk keipriihatiinan atau peirlakuan tiidak adiil teirhadap seisama dalam beirtransaksii, 

kareina hal iitu dapat meinyeibabkan peirpeicahan dan keitiidakpuasan salah satu piihak 

yang meirasa diirugiikan. Dalam hal peimbeiriian upah keipada buruh atau peikeirja pada 

suatu peirusahaan harus teirdapat unsur keiadiilan antara piihak peimbeirii peikeirja dan 

peikeirja atau buru saliing riidho. 

Dalam peirjanjiian keirja dii CV. Muara Kiita tiidak ada peirjanjiian seicara teirtuliis 

antara peimiiliik peirusahaan deingan peikeirja atau peigawaiinya, begitupun pada 

penetapan upahnya. Teitapi mereka menerapkan peirjanjiian seicara liisan. Seidangkan 

dalam ayat diiatas meineirangkan peintiingnya dalam peirjanjiian untuk diibuat seicara 

teirtuliis agar leibiih adiil dii siisii Allah dan leibiih meinguatkan peirsaksiian agar tiidak 

meiniimbulkan keicurangan yang biisa meingakiibatkan keirugiian salah satu piihak, pada 

QS. Al-Baqarah/2: 282, Allah swt. berrfirman : 

ى فاَكْتبُوُْهُِۗ وَلْيَكْتبُْ بَّيْنَكُمْ  سَمًّ ا اذِاَ تدََاينَْتمُْ بدَِيْنٍ الِْٰٓى اجََلٍ مُّ   كَاتِب ٌۢ بِالْعدَْلِِۖ  يْٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْٓ

Teirjeimahanya: 

“Wahaii orang-orang yang beiriiman, apabiila kamu beirutang piiutang untuk 

waktu yang diiteintukan, heindaklah kamu meincatatnya. Heindaklah seiorang 

peincatat dii antara kamu meinuliiskannya deingan beinar.”22 

 
20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang “Cipta 

Kerja” 
21 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an  Dan Terjemahannya (Cet. I; Bandung: Syamil Qur’an, 

2012), h. 277 
22 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an  Dan Terjemahannya (Cet. I; Bandung: Syamil Qur’an, 

2012), h. 48 
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Meingeinaii proseidur peilaksanaan peingupahan peikeirja teitap, teirkaiit 

manajeimein CV. Muara Kiita dalam peimbeiriian upah diilakukan seisuaii keiseipakatan 

peirusahaan deingan peikeirjanya teirhadap beisarnya upah yang diibeiriikan darii 

peirusahaan teilah seisuaii deingan niilaii upah yang diiseipakatii, teitapii tiidak ada 

keiteitapan waktu peimbeiriian upah dii seitiiap bulannya. Jadii, yang hanya diiseipakatii 

dalam hal keiteitapan beisaran upah yang dii dapatkan oleih peikeirja teitap deingan waktu 

yang tiidak meineintu dii seitiiap bulannya. Bagii peikeirja tiidak teitap yang hanya 

diipeikeirjakan keitiika ada keigiiatan peikeirjaan eiveint, upah yang diidapatkan tiidak 

meineintu. Diikareinakan peirlu diiliihat darii skala beisar eiveint yang diilaksanakan oleih 

peirusahaan. Peirsoalan peimbeiriian upah bagii peikeirja tiidak teitap untuk jangka waktu 

peimbeiriian upah akan diibeiriikan seiteilah peikeirjaan eiveint diilaksanakan. 

 CV. Muara Kiita meineitapkan upah keipada peikeirja teitap deingan upah 

bulanan seibeisar Rp. 2.000.000,- deingan eistiimasii waktu keirja 8 jam peir harii atau 40 

jam peir miinggu. Aturan yang diiteitapkan oleih piihak peirusahaan tiidak seisuaii deingan 

keiteintuan peiraturan yang beirlaku dii kota Makassar dalam pemenuhan upah kerja 

berdasarkan Undang- undang yang diiteitapkan oleih peimeiriintah yang meingacu pada 

peiraturan Meintrii keiteinagakeirjaan (Peirmeinakeir) no. 18 tahun 2022 teintang 

peineitapan upah miiniimum tahun 2023. 

Akan teitapii peikeirja teitap nya tiidak meimpeirmasalahkan upah yang diibeiriikan 

darii peirusahaan. Diikareinakan piihak peirusahaan juga meingaku keitiika diibeiriikan 

upah yang seisuaii deingan keiteintuan yang beirlaku dii suatu daeirah, tiidak akan 

meincukupii untuk meimbeiriikan upah keipada seiluruh peikeirja teitap dii peirusahaan. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Siisteim peineitapan upah yang diiteitapkan oleih peirusahaan CV. Muara Kiita 

keipada peikeirja diibagii meinjadii 2, yaiitu siisteim peimbayaran upah bulanan yang 

diibeiriikan keipada, Manageir Markeitiing, Fiinancei Manageir, Purchasiing, admiiniistrasii, 

dan peigawaii teitap, dan siisteim peimbayaran upah hariian diibeiriikan keipada peigawaii 

tiidak teitap seiteilah meilaksanakan keigiiatan eiveint atau proyeik hariian yang teilah 

diilaksanakan oleih peirusahaan. Sedangkan dari segi hukum Iislam teintang apliikasii 

peimbeiriian upah pada teinaga keirja dii CV. Muara Kiita, teilah seisuaii deingan keiteintuan 

hukum Iislam darii seigii keiadiilan dalam peimbeiriian upah keipada peigawaii teitapnya 

diiliihat darii aspeik beisarnya peikeirjaan yang diibeiriikan oleih peirusahaan. Teitapii darii 

aspeik waktu peimbeiriian upah keipada teinaga keirja baiik peigawaii teitap maupun tiidak 

teitap tiidak seisuaii deingan keiteintuan hukum Iislam. 

2. Implikasi 

Dii dalam peirjanjiian awal (akad) seiharusnya diijeilaskan seicara meindeitaiil 

meingeinaii peineintuan jumlah upah dan keiteitapan waktu peimbeiriian upah. Kareina 

pada dasarnya peikeirja juga beirhak utuk meingeitahuii dan meilakukan tawar-meinawar 

meingeinaii beisarnya upah yang akan diiteiriima. Serta hendaknya peirusahaan teirseibut 

dapat meingeimbangkan usahanya agar keiteitapan upah untuk peikeirja teitap dan tiidak 

teitap dapat seisuaii deingan keiteintuan hukum Iislam dan keiteintuan upah. 
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